
kepada pimpinan Polri dan pi-

hak-pihak yang dirugikan.

Nurul mengatakan pimpinan

sidang juga menjatuhkan

sanksi administratif kepada

Briptu Sigid, yakni mutasi bersi-

fat demosi selama satu tahun

sejak dimutasi ke Pelayanan

Markas (Yanpa) Polri. "Atas pu-

tusan tersebut, pelanggar me-

nyatakan tidak banding," ucap

Nurul.

Putusan Sidang Etik yang

dibacakan pada Senin (19/9)

menyatakan Briptu Sigid

melanggar Pasal 5 ayat I10 hu-

ruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf b,

dan Pasal 10 ayat (1) huruf f

Peraturan Polri (Perpol) Nomor

7 Tahun 2022 tentang Kode

Etik Profesi dan Komisi Kode

Etik Polri.

Briptu Sigid Mukti Hanggono

masuk dalam daftar 35 anggota

Polri yang diduga kuat terlibat

dalam ketidakprofesionalan

saat penanganan tempat keja-

dian perkara (TKP) Duren Tiga,

lokasi pembunuhan Brigadir

Nofriansyah Yosua Hutabarat

atau Brigadir J.

Ia dan 25 anggota Polri lain-

nya telah dimutasi dari jabatan

sebelumnya ke Yanma Mabes

Polri dalam surat telegram

Kapolri yang ditandatangani

tanggal 22 Agustus 2022. Senin

kemarin, sidang etik terkait

penanganan kasus Brigadir J

masih berlanjut. Sidang dilak-

sanakan untuk terduga pelang-

gar Iptu Januar Arifin, mantan

Pamin Den A Ropaminal

Divpropam Polri yang dimutasi

sebagai Yanma Polri.

Dalam sidang tersebut

menghadirkan enam orang

saksi, yakni Kombes Pol ANP

(Agus Nur Patria), AKP IF

(Idham Fadilah), Iptu HT

(Hardista Pramana Tampu-

bolon, Briptu SMH (Sigid Mukti

Hanggono) dan dua saksi lain-

nya berinisial Aiptu SA, serta

Aipda RJ (tidak masuk daftar

mutasi terkait kasus Brigadir

J). 

(Ant/Obi)-f
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calon peserta pemilu tentu membu-

tuhkan sistem informasi. Di sisi yang

lain digitalisasi sistem informasi me-

nuntut tidak hanya infrastruktur pen-

dukung yang memadai tapi juga se-

buah ekosistem digital yang tidak

sederhana. 

Penggunaan Sipol dalam pemilu se-

lalu mengundang perdebatan pro-kon-

tra. Sebagian persoalan bersumber pa-

da regulasi terutama peraturan KPU No

4 tahun 2022 yang sedikit banyak me-

miliki unsur otoritas dalam penggunaan-

nya. Ketentuan pasal 10, pasal 11, pa-

sal 12 dalam peraturan KPU tersebut

memerintahkan parpol calon peserta

pemilu untuk menggunakan Sipol. Yang

menjadi persoalan adalah apakah Sipol

merupakan syarat wajib menurut UU

Pemilu  No 7 tahun 2017? 

Kalau mengacu pada pasal 176 UU

No 7 Tahun 2017, tidak ditemukan

adanya perintah dalam UU untuk

menggunakan system informasi seba-

gai prasyarat sebagai peserta pemilu.

UU No 7 tahun 2017 hanya men-

syaratkan partai calon peserta pemilu

mengajukan pendaftaran dengan surat

yang ditandatangani oleh ketua umum

dan sekretaris jenderal atau sebutan

lainnya. Pendaftaran itu juga disertai

dokumen persyaratan sebagaimana

diatur dalam pasal 177 UU No 7 tahun

2017. Menurut pendapat penulis,

mestinya syarat yang dicantumkan di

UU No 7 tahun 2017 lebih merupakan

syarat formil, kebenaran material dari

syarat itu ditentukan proses verifikasi

administratif. 

Sebagai pembanding dalam UU

yang sama, UU No 7 tahun 2017 me-

merintahkan sistem informasi data pe-

milih yang terintegrasi dengan sistem

informasi administrasi kependudukan

(pasal 218 ayat (1)), dan mengatur

agar sistem informasi data pemilih (ke-

mudian menjadi Sidalih) diatur dalam

peraturan KPU. (Pasal 218 ayat (3).

Hal ini menunjukkan bahwa pengatur-

an Sidalih  dalam PKPU adalah

mandatori dan memang memiliki tu-

juan yang jelas. Tidak demikian halnya

dengan pendaftaran partai politik se-

bagai peserta pemilu, hanya diperin-

tahkan diatur dalam PKPU tapi tidak

secara spesifik disebut tentang system

informasi partai politik.

Pengaturan lebih lanjut dalam PKPU

berkaitan dengan pemilu, tentu punya

tujuan untuk memperjelas mekanisme

dan tata cara proses electoral yang di-

maksudkan untuk menjamin perlakuan

yang sama, adil dan transparan terha-

dap peserta pemilu. Di sisi yang lain

pengaturan lebih lanjut dalam PKPU

sebagai turunan dari UU No 7 tahun

2017 harus memperhatikan prinsip-

prinsip fundamental. Tidak boleh mem-

bebani calon peserta pemilu dengan

regulasi yang memberatkan yang tidak

diatur secara spesifik dalam UU No 7

tahun 2017. (Penulis adalah Dosen

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol

UMY, Pengurus  Pusat Asosiasi Ilmu

Politik Indonesia)-d
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dan bisa menjalin komunikasi, koordi-

nasi pada semua pihak," ungkap Ko-

mandan Korem (Danrem) 072/Pa-

mungkas  Brigjen TNI Puji Cahyono SIP

MSi saat menyambut audiensi jajaran

Direksi PT BP Kedaulatan Rakyat (KR),

Selasa (20/9) di Makorem.

Didampingi jajaran perwira Korem

072/Pamungkas yaitu Kasipers Kasrem

072/Pamungkas Kolonel Inf Wawan

Indaryanto SPd, Kasilog Kasrem

072/Pamungkas Kolonel Cpl Achmad

Djuardi,  Kasiter Kasrem 072/Pamung-

kas Kolonel Inf Gempar Sebayang, dan

Kapenrem 072/Pamungkas Mayor Czi

Agus Sriyanta, Danrem menyambut

hangat jajaran Direksi SKH KR. "Yogya

Istimewa juga mempunyai banyak se-

jarah, perjuangan kemerdekaan RI, se-

jarah TNI dan lainnya," ucap Danrem

yang sudah 34 tahun bertugas di TNI

AD dan selalu siap ditempatkan di

mana saja.

Dalam kesempatan ini Dirut KR

Wirmon Samawi dengan didampingi

Komisaris Utama Prof Dr Inajati

Andrisijanti, Direktur Pemasaran Fajar

Kusumawardhani SE, Direktur

Keuangan Imam Satriadi SH, Direktur

Umum Yuriya Nugroho Samawi SE MM

MSc, Direktur Produksi Baskoro Jati

Prabowo SSos, serta Redaktur

Pelaksana KR Primaswolo Sudjono

menyebutkan 40 hari setelah

Kemerdekaan RI, SKH Kedaulatan

Rakyat lahir pada 27 September 1945 

"Karenanya dalam rangkaian HUT

ke-77 SKH KR, seperti tahun-tahun se-

belumnya melanjutkan kolaborasi KR

dengan Korem 072/Pamungkas yang

sudah berjalan baik selama ini, kami

menyampaikan undangan untuk Bapak

Danrem dengan permohonan membe-

rikan izin pada prajurit TNI Wilayah

Korem 072/Pamungkas agar bisa

berpartisipasi mengikuti rangkaian

kegiatan HUT KR," ungkap Wirmon

Disebutkan Bakti Sosial di masyara-

kat Yogyakarta dalam  rangkaian HUT

ke-77  KR dengan gelaran  Donor

Darah Bagi Masyarakat Umum, Rabu

(21/9) pagi ini mulai pukul  09.00 - 14.00

WiB di Griya KR, Jalan Margo Utumo

40 Yogyakarta dengan target peserta

150 orang pendonor. "Seperti tahun-

tahun sebelumnya kami harapkan pra-

jurit TNI juga berpartisipasi," tutur

Wirmon yang juga Ketua PMI

Kabupaten Bantul ini.

Danrem menyambut hangat undang-

an Baksos HUT ke-77 SKH KR dan

menyebutkan Korem 072/Pamungkas

terdiri dari 10 Kodim di Wilayah Eks

Karesidenan Kedu dan DIY yaitu Kodim

0705/Magelang, Kodim 0706/Tema-

nggung, Kodim 0707/Wonosobo,

Kodim 0708/Purworejo, Kodim 0709/

Kebumen, Kodim 0729/Bantul, Kodim

0730/Gunungkidul, Kodim 0731/Ku-

lonprogo, Kodim 0732/Sleman, Kodim

0734/Yogyakarta dan Yonif Mekanis

403/Wirasada Pratista. "Kita siapkan

masing-masing 15 anggota TNI AD dari

Batalyon, Korem Kodim Yogya, Kodim

Sleman untuk berpartisipasi," ucap

Danrem.

Lebih lanjut Danrem berharap seba-

gai media cetak terbesar di DIY, SKH

KR bisa tetap eksis dengan pemberi-

taan yang mengedukasi, menghindari

hoax dan turut menjaga kamtibmas.

"Korem 072/Pamungkas juga melalui

Kodim intens melakukan Komunikasi

Sosial (Komsos) menjaga masyarakat

agar tidak terpecah-pecah dalam polar-

isasi sosial maupun politik," tegasnya. 

(Vin)-f

Jadi kami mengumpulkan data-data

dan informasi berkaitan dengan itu di

daerah lain. Seperti Kabupaten

Gunungkidul, Bantul dan Kulon-

progo," kata Kepala Satpol PP DIY

Noviar Rahmad di Yogyakarta,

Selasa (20/9).

Noviar mengatakan, dasar penert-

iban itu dilakukan dengan mengacu

pada Peraturan Gubernur (Pergub)

DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang

Pemanfaatan Tanah Kas Desa.

Dimana pihak yang mengelola TKD

wajib mendapat izin dari Gubernur

DIY atau Kasultanan Ngayogyakarta

Hadiningrat dan Kadipaten Paku-

alaman. Selain itu, apabila mereka

ingin mendirikan bangunan wajib

melengkapi persyaratan seperti

dokumen Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) yang diterbitkan Pemkab. 

Namun berdasarkan temuan yang

ada di lapangan, ada beberapa di an-

tara mereka belum bisa memenuhi

ketentuan yang ada. Seperti pema-

kaian tanah kas desa yang tidak me-

miliki izin gubernur. Pemanfaatan

tanah kas desa didirikan bangunan

tanpa IMB dari kabupaten serta be-

berapa lainnya.

"Pemanfaatan TKD juga harus se-

suai peruntukannya seperti yang di-

ajukan dalam izin. Misalnya izin yang

dikeluarkan untuk tempat wisata tapi

yang dibangun vila. Sementara itu vi-

la tersebut juga tidak ada IMB-nya.

Selain itu ada juga tanah kas desa

yang dibangun tapi belum ada izin

gubernur namun dibangun peruma-

han dan diperjual belikan," te-

rangnya.

Menurut Noviar, seadainya dalam

pelaksanaannya ditemukan pelang-

garan, pihak yang melanggar aturan

soal TKD akan diberi surat

peringatan hingga diminta membuat

surat pernyataan untuk segera me-

lengkapi izin dan persyaratan.

Apabila hal itu tidak dilaksanakan,

Gubernur DIY bisa saja mencabut

izin pengelolaan TKD sewaktu-wak-

tu. Sedangkan aset di atas tanah

tersebut akan diambil alih oleh

Pemerintah Desa. (Ria)-f

Mobil baru berhenti sejauh 150 meter, sete-

lah menabarak 10 sepeda motor dan 1 sepeda

kayuh. Korban lain yang mengalami kerusakan

ringan ada yang langsung meninggalkan

lokasi, sehingga tidak terdata.

Para korban yang bergelimpangan di pinggir

jalan segera mendapat pertolongan dengan

mengerahkan armada Ambulan dari PMI

Bantul dan AmbulanMu terdekat.

Menurut Iptu Fikri, kondisi para korban yang

ditangani di RS PKU Muhammadiyah Bantul

maupun RSUD Panembahan Senopati Bantul

pada umumnya mengalami luka ringan.

Pengemudi Brio langsung diamankan di

Mapolres Bantul untuk menjalani pemeriksaan.

Mengenai kondisi pengemudi Brio kemungkin-

an dalam kondisi mabuk, menurut Iptu Fikri,

harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Nanti kami lakukan pemeriksaan," ucap Iptu

Fikri. (Jdm)-f
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YOGYA (KR) - AMD

memamerkan jajaran lengkap

laptop bertenaga AMD Ryzen

6000 Series Processors ter-

barunya kepada generasi

milenial dan gen Z di DIY khu-

susnya yang memiliki passion

musik. Prosesor ini mampu

menghadirkan tingkatan per-

forma grafis terintegrasi yang

belum pernah ada sebelum-

nya, menawarkan gaming

AAA 1080p revolusioner,

bersama fitur-fitur terbaru

seperti mempercepat proses

rendering musik digital sehing-

ga kreator makin produktif dan

daya tahan baterai luar biasa.  

Product and Retail Enable-

ment Manager AMD Indo-

nesia Donnie Brahmandhika

mengatakan, prosesor teran-

yar ini dibangun di atas

teknologi proses 6nm terde-

pan dan prosesor pertama

yang menggabungkan ar-

sitektur core Zen 3+ terbaru

dan grafis AMD Radeon RD-

NA. Kinerja grafis yang di-

hasilkan terintegrasi terken-

cang dengan performa gam-

ing 1080p memukau pada

game AAA.

"AMD Ryzen 6000 Series

Processor adalah prosesor

mobile pertama yang menam-

pilkan grafis berbasis arsitek-

tur AMD RDNA 2 dengan per-

forma grafis hingga dua kali

lebih kencang dibanding ge-

nerasi sebelumnya. Ada dua

pilihan, yaitu prosesor AMD

Ryzen 6000 U-Series dengan

TDP 15-28W dan prosesor

AMD Ryzen 6000 H-Series

dengan TDP mulai dari 35

Watt hingga 45 Watt," ujarnya

dalam AMD Media Gathering

2022 di Auditorium IFI

Yogyakarta, Selasa (20/9).

Donnie menyampaikan, un-

tuk aplikasi mobile gaming,

prosesor AMD Ryzen 6000

Series dapat dipasangkan de-

ngan grafis AMD Radeon RX

6000 Series. AMD juga merilis

kartu AMD Radeon RX 6000

M Series dengan tambahan

kartu grafis mobile AMD

Radeon RX 6850M XT, Ra-

deon RX 6650M XT, Radeon

RX 6650M, Radeon RX 650

0M dan Radeon RX 6300M.

"AMD juga menghadirkan

GPU AMD Radeon RX

6850M XT yang memiliki ki-

nerja gaming 1440p terken-

cang bagi laptop premium ge-

nerasi berikutnya. Ada pula ja-

jaran kartu grafis mobile AMD

Radeon RX 6000S terbaru

yaitu AMD Radeon RX

6800S, Radeon RX 6700S

dan Radeon RX 6600S. Lalu,

GPU AMD Radeon RX 6800S

kelas atas pada 100W mena-

warkan gaming 1080p ter-

baik," imbuhnya.              (Ira)-d

LAPTOPAMD RYZEN 6000 SERIES PROCESSORS

Ajak Kreator Musik Makin Produktif

KR-Fira Nurfiani

Donnie Brahmandhika memaparkan AMD Ryzen 6000

Series Processors.

"Kalau daya listrik naik pasti akan ada

dampaknya. Otomatis pembayarannya

yang mengikuti 900 VA. Nah itu kan enggak

jelas, apalagi dikemukakan pada saat-saat

seperti ini. Jadi sensitif," ujar Arifin.

Untuk diketahui, PT PLN (Persero) mela-

kukan penyesuaian tarif tenaga listrik kepa-

da pelanggan rumah tangga mampu non-

subsidi golongan 3.500 VA ke atas. Hal

tersebut tertuang dalam Surat Menteri ES-

DM No T-162/TL.04/MEM.L/2022 tanggal 2

Juni 2022 tentang Penyesuaian Tarif

Tenaga Listrik (periode Juli-September

2022).

Dikutip dari siaran pers PT PLN (Persero),

pelanggan rumah tangga dengan daya di

bawah 3.500 VA, bisnis dan industri, tidak

mengalami perubahan tarif. Adapun tujuan

dari penyesuaian tarif ini dilakukan guna

mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan di-

mana kompensasi diberikan kepada ma-

syarakat yang berhak. (Sim)-d

"Kami bersama kementerian/lem-
baga dan unsur terkait, tengah
berdiskusi mengupayakan ada sub-
sidi untuk melakukan konversi dari
kendaraan BBM ke listrik.
Khususnya untuk sepeda motor,"
ujar Menteri Perhubungan
(Menhub) Budi Karya Sumadi di
Jakarta, Selasa (20/9).

Menhub mengatakan, subsidi
konversi dapat dilakukan dari peng-
alihan alokasi anggaran subsidi
BBM. "Dari Pemerintah Daerah ju-
ga bisa menginisiasi untuk meng-
alihkan anggaran yang kurang pro-
duktif, agar dialihkan untuk membe-
rikan subsidi biaya konversi ke
kendaraan listrik," ujarnya.

Saat ini biaya untuk melakukan
konversi sepeda motor BBM ke

listrik masih cukup tinggi, yaitu seki-
tar Rp 15 juta. 

"Namun demikian, jika perminta-
an kian meningkat, dan bengkel-
bengkel yang mampu melayani
konversi sudah semakin banyak,
diharapkan harganya akan se-
makin kompetitif," kata Menhub.

Upaya lain yang telah dilakukan
Kemenhub untuk mempercepat
hadirnya KBLBB secara massal di
Indonesia, yaitu dengan menerap-
kan biaya uji tipe yang lebih murah
untuk kendaraan listrik dibanding-
kan kendaraan konvensional
(BBM). Misalnya, untuk biaya uji
tipe sepeda motor listrik sebesar
Rp 4,5 juta, dibandingkan sepeda
motor konvensional Rp 9,5 juta.

"Ke depan kita upayakan uji tipe

digratiskan. Lalu, kita upayakan ju-
ga uji tipe tidak hanya dilakukan
oleh Kemenhub. Tetapi bisa di-
lakukan di bengkel umum yang su-
dah tersertifikasi. Saat ini sudah
berjalan untuk mendidik bengkel-
bengkel tertentu untuk melakukan
uji tipe," tutur Menhub.

Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Arifin Tasrif me-
ngatakan, pihaknya tengah
menggencarkan program konversi
sepeda motor BBM ke listrik, beru-
pa pembuatan komponen utama
sampai ke bentuk produk jadi sepe-
da motor. Pada 2022 ini dilakukan
pilot project dengan target 120 unit
sepeda motor listrik dan akan se-
makin masif di 2023.          

(Imd)-f


